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ABSTRACT

This research focuses on the effectiveness of the East Jakarta KPU's political education on the
understanding of people with disabilities regarding the 2024 elections. The aim of this research is to
determine the effectiveness of the KPU's political education in East Jakarta and to determine the
understanding of political education carried out by the East Jakarta KPU for residents of the Bina Laras
Harapan Sentosa social institution Il. The research method used is a qualitative approach using an
exploratory descriptive type of research. Data collection techniques used interviews and literature study.
The data analysis techniques used are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The
theory used is the theory of program effectiveness and political education. The results of this research
indicate that the socialization activities carried out by the East Jakarta KPUat PSBL Il were effective if
assessed using Campbell J.P.'s theory. which consists of 4 indicators, namely program success, target
success, satisfaction with the program and achievement of overall goals.
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ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada efektifitas pendidikan politik KPU Jakarta Timur terhadap pemahaman
penyandang disabilitas tentang pemilu 2024. Tujuan dari penelitian ini adalah Menentukan efektivitas
pendidikan politik KPU di Jakarta Timur serta untuk mengetahui pemahaman pendidikan politik yang
dilakukan KPU Jakarta Timur terhadap warga panti sosial Bina Laras Harapan Sentosa Il. Metode
penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitiain
deskriptfif eksploratif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Teknik
analisis data yang digunakanyaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teori yang
digunakanadalagh teori efektifitas program dan pendidikan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa kegiatan sosialiasi yang dilakukan KPU Jakarta Timur di PSBL Il menjadi efektif jika dinilai
menggunakan teori Campbell J.P. yang terdiridari 4 indikator yaitu keberhasilan program,keberhasilan
sasaran,kepuasan terhadap program dan pencapaian tujuan menyeluruh.

Kata Kunci: Efekttifitas. Pendidikan Politik, KPU Jakarta Timur, PSBL

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah suatu bentuk atau sistem pemerintahan di mana perwakilanmemungkinkan
setiap orang untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan. Inti dari sistem demokrasi adalah
dari rakyat oleh rakyat danuntuk rakyat. Tujuan dari sistem pemerintahan mayoritas adalah agar otoritas
publik suatu negara dapat menerapkan pengaruh dan kekuatan penduduknya terhadap negaranya.
Pemerintahan yang mempunyai andil besar dalam kekuasaan memegang peranan utama dalam
penyampaian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya dalam perspektif trias politica), yaitu kekuasaan
negara yang diperolehdari perorangan hendaknya juga dimanfaatkan untuk kepentingan penguasa
publik.dan bantuan pemerintah untuk perorangan.Pemilu sebagai sarana demokrasi telah digunakan
beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat
yangdiselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalamNegara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Dalam hal ini
masyarakat dapat memilih pemimpin yang diharapkan atau dianggap mampu menjalankan prinsip-
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prinsip dasar negara yang menganut sistem demokrasi, oleh rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat
(Caesar2022).

Terkait pemilu, untuk menjadi negara demokratis diperlukan peran masyarakat yaitu ikut serta
dalam pemilu itu sendiri. Bentuk partisipasi tersebut dapat dilakukan dengan memperluas informasi
mengenai mekanisme dan syarat mengikuti pemilu. Pendidikan politik diperlukan untuk meningkatkan
pengetahuan,pemahaman dan kesadaran pemilih akan hak dan tanggung jawabnya dalam pemiluserta
meningkatkan partisipasi pemilih. Pendidikan politik dapat dilakukan denganberbagai cara, salah
satunya melalui sosialisasi di beberapa tempat, baik yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu, maupun
lembaga terkait pemilu.

Pendidikan politik merupakan upaya sadar untuk memperluas pemahaman politik individu
terhadap kualitas-kualitas yang terkandung dalam kerangka politikideal yang akan dibangun (Alfian,
1981). Untuk membangun masyarakat yang demokratis dan responsif, pendidikan politik sangatlah
penting. Melalui instruksi politik, masyarakat dapat memahami cara kerja pemerintah dan bagaimana
pilihanpolitik diambil. Selain itu, pendidikan politik juga membantu masyarakat dalam memahami
kebebasan dan komitmen warga serta menjadi lebih dinamis dalam dukungan politik. Yang dimaksud
dengan “partisipasi politik” adalah proses dimana individu memposisikan dirinya sebagai warga negara
(pemilih) dan bukansebagai politisi yang baru terpilih untuk mengambil keputusan yang jujur dan adil
guna meningkatkan stabilitas negara. Sebagai upaya untuk mengubah investasi politik, pentingnya
pengambilan keputusan juga penting untuk mengatur rancangankekuasaan skala penuh agar lebih mudah
menjamin berfungsinya sistem check dankeseimbangan antara organisasi-organisasi politik di tingkat
fokus. Pelatihan politik dapat dilakukan bagi siapa saja, bahkan bagi penyandang disabilitas sekalipun
mempunyai hak dan komitmen untuk memperoleh pemahaman terhadapsuatu keputusan.

Di Jakarta Timur sendiri pemilih oleh penyandang disabilitas Tahun 2019 sebesar 2.858 rincian
nya 504 tunadaksa, 258 Tunanetra, 295 Tunarungu, 1.434 tunagrahita , 458 disabilitas lain nya (Aditya,
2019). Ini merupakan jumlah yang besar dibandingkan dengan pilkada 2017 yang hanya berjumlah
2.766 .Peningkatan jumlah tersebut menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat mulai meningkat
bahkan bagi penyandang disabilitas khusus daerah Jakarta Timur. Peranpenting KPU dalam mendukung
pelaksanaan pesta demokrasi agar tercapai denganbaik bisa terjadi asal setiap masyarakat ikut
berpartisipasi didalamnya.

Salah satu tugas yang telah dilakukan KPU Jakarta Timur dalam menerapkansosialisasi pemilu
khususnya dalam pemilu 2024 yaitu melakukan sosialisasi diberbagai tempat seperti sekolah,
universitas, komunitas dan lain sebagainya. Salah satu tempat yang dikunjungi KPU Kota Jakarta Timur
yaitu di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 Cipayung. Sosialisasi dari KPU harus diselesaikan
agar warga penyandang disabilitas mental ingat bagaimana mereka memanfaatkanhak demokratis
mereka dalam mengambil keputusan. Penyandang disabilitas mental mempunyai hak pilih yang sama
dengan pemilih lainnya, hal ini dilindungioleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Artinya, selama
mereka berstatus warga negara Indonesia (WNI), berusia minimal 17 tahun, dan memiliki hak pilih
sesuai KTP, mereka tidak kehilangan haknya untuk terdaftar sebagai pemilih. KPU Jakarta Timur
menyiapkan tiga TPS khusus di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 untuk 1.000 penyandang
disabilitas saat itu.

METODE

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif (Qualitative
research). Pendekatan kualitatif merupakan suatu penelitianyang ditujukan buat menggambarkan dan
menganalisa fenomena, peristiwa, Aktivitas sosial, sikap, keyakinan, persepsi, dan pemikiran individu
dan kelompok.Metode kualitatif ini dipakai karena beberapa alasan. Jenis penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif. Pola deskriptif eksploratif diperlukan pada penelitian
ini. Dengan kata lain bertujuan untuk menjelaskan situasi atau keadaan suatu fenomena. Dapat
disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pola deskriptif eksploratif. Adapun teknik
pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam
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mendapatkan sumber pertama yaitu dengan menggunakan wawancara untuk mendapatkan informasi
yang lebih akurat dan lebih detil, maka dilakukanwawancara kepada narasumber (informan) terhadap
anggota KPU Jakarta Timur dan penyandang disabilitas panti sosial Bina Asih. Beberapa gambaran data
yang dibutuhkan peneliti seperti jumlah peserta sosialisasi yang dilakukan KPU Jakarta Timur di panti
sosial bina laras sentosa II, dan tanggapan para peserta ketika KPU Jakarta Timur melakukan sosialisasi
sedangkan data sekunder penelitian ini diperoleh dari literatur buku, artikel, jurnal, dan penelitian
terdahulu untuk memperoleh data terkait teori, tinjauan pustaka, data penambah argumen, dan lain-lain
untuk melengkapi penelitian ini.

PEMBAHASAN
Metode oleh KPU Terhadap Penyandang Disabilitas

Pendidikan politik adalah gerakan yang berencana membingkai danmendorong arah politik dalam
masyarakat. Pendidikan politik bertujuan untuk membangun informasi individu agar dapat mengambil
bagian secara ideal dalam kerangka politik. Sesuai dengan pemahaman kekuasaan umum atau
pemerintahan mayoritas, individu harus mempunyai pilihan untuk menyelesaikan kewajiban
kerjasamanya (Rusadi, 2004). Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 mengenai
Pendidikan Pemilih dan partsipasi masyarakat dalam penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.

KPU Jakarta Timur sendiri sebagai salahsatu penyelenggara pemilu menjalankan salah satu
tugasnya yaitu kegiatan sosialisasi pendidikan politik/pemilih penyandang disabilitas di PSBL di
Jakarta Timur. Sosialisasi ini dilakukan melaui ceramah yang disampaikan oleh Ketua KPUJakarta Timur
ibu Tri Endangningsih. Ceramah yang disampaikan berfokus kepadamemberikan pemahaman pemilu
kepada para peserta dengan materi yang telah disiapkan ole KPU Jakarta Timur, Upaya sosialisasi
kepada pemilih penyandang disabilitas mental di fasilitas pelayanan sosial dilakukan beberapa kali
sebelum kertas suara dihitung. Mekanisme penghitungan lembar suara dan materi pemungutan suara
bagi pemilihpenyandang disabilitas intelektual pada dasarnya sama dengan pemilih lainnya, namun
perlakuannya berbeda. Memberikan informasi pemilu kepada mereka memerlukan pendekatan khusus
untuk agar merka memahami aerti pemilu kepada mereka. Untuk informasi mengenai cara
menyampaikan komunikasi terkait pemilu, Pada tahap ini, petugas KPU Jakarta Timur akan
menggunakan media visual untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan warga denganmenampilkan
foto dan contoh nyata seperti surat suara dan foto pesertapemilu. Diakhir sosialisasi, petugas KPU Jakart
Timur mengadakan kuis seputar materi sosialisasi untuk mengingatkanmereka kembali mengenai hal-
hal seputar pemilu.

Memberikan sosialiasasi tentang partisipasi politik itu seperti apa dengan menjelaskan bahwa
partisipasi politik sama halnya kegiatan seseorang/sekelompok orang untuk ikut serta secar aktif dalam
kehidupan politik dengan jangan memilih pimpinan negara dengansecara langsung. Kemudian KPU
Jakarta Timur menggambarkan seseorang pemimpin dalam suatu organisasi akan mengurus organisasi
tersebut sehingga berjalannya atau tidak suatu organisasi tergantung kepada seorang pemimpin nya sama
halnya dengan para pemimpin yangakan dipilih oleh masyarakat nantinya.

Gambaran Umum Penyandang Disabilitas di PSBL

Panti sosial adalah unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu arah atau
beberapa jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang
mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penulis melaksanakan praktikum
di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2. Sejarah berdirinya Panti Sosial Bina Laras Harapan
Sentosa 2 Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bermula pada tahun 1972, dengan diterbitkannya Surat
Keputusan Gubernur Nomor CA 6/131972, sebagai Panti yang menampung gelandangan dn pengemis
(gepeng) sebagai tempat mempersiapkan calon-calon transmigran.Berdasarkan SK Gubernur Nomor
736/1996, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pantipanti Sosial di lingkungan Dinas Sosial Provinsi DKI
Jakarta, terjadi perubahan sasaran Warga Binaan Sosial (WBS) menjadi tempat penampungan penderita
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gangguan jiwa (psikotik terlantar), dengan kapasitas 700 orang dengan nama Sasana Bina Laras
Harapan Sentosa 2 yang berada di bawah naungan PSBL HS 1. Sejalan dengan era globalisasi yang
membawa dampak yang cukup signifikan terhadap meningkatnya masyarakat yang mengalami
gangguan kejiwaan akibat berbagai tekanan ekonomi sosial dan ekonomi.

Efektifitas Metode Sosialiasi Politik Kepada Penyandang Disabilitas

Efektivitas pendidikan politik mengacu pada sejauh mana pendidikan politikberhasil mencapai
tujuannya. Pendidikan politik merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik
individu serta memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam
proses politik. Efektivitas pendidikan politik dapat diukur dari beberapa faktor, seperti tingkat
pemahaman politik, partisipasi politik, dan perubahan perilaku politik yangdisebabkan oleh pendidikan
politik. Penting untuk dipahami bahwa pendidikan politik tidak hanya berkaitan dengan proses
pemilu, tetapi juga mencakup pemahaman isu-isu politik, struktur pemerintahan, hak dan tanggung
jawab warganegara serta partisipasi dalam kehidupan politik.

Efektivitas pendidikan politik mengacu pada sejauh mana pendidikan politikberhasil mencapai
tujuannya. Pendidikan politik merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik
individu serta memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam
proses politik. Efektivitas pendidikan politik dapat diukur dari beberapa faktor, seperti tingkat
pemahaman politik, partisipasi politik, dan perubahan perilaku politik yangdisebabkan oleh pendidikan
politik. Penting untuk dipahami bahwa pendidikan politik tidak hanya berkaitan dengan proses
pemilu, tetapi juga mencakup pemahaman isu-isu politik, struktur pemerintahan, hak dan tanggung
jawab warganegara serta partisipasi dalam kehidupan politik.

Keberhasilan Program,  Keberhasilan program dapat dijalankan dengan kemampuan
operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program dapat ditinjau dari proses mekanisme suatu kegiatan
dilakukan dilapangan. KPU Jakarta Timur memiliki tujuan meningkatkan partisipasi dan kualitas
pemilih dalam pemilu, pemilihberdaulat negara kuat, sehingga dengan tujuan tersebut KPU Jakarta
Timur melakukan sosialisasi di PSBL mengenai pemilu khususnya. Kegiatan yang digagasini merupakan
hasil kerja sama antara KPU Jakarta Timur dan PSBL mengingat tahun 2019 pemilih disabilitas di
Jakarta Timur paling tinggi selama pemilu dilakukan sehingga diharapakan di 2024 pemilih disabilitas
dapat meningkat lebihlagi. Ibu Tri Endraningsih selaku anggota KPU Jakarta Timur menyampaikan
juga bahwa kegiatan ini merupakan salah satu perwujudan dari visi misi KPU sendiri dalam
meningkatkan partisipasi pemilih. Sebagaimana kita ketahui 2019 pemilih kita dari penyandang
disabilitas sangat tinggi dan kami mengharapkan bisa meningkat lebih lagi di 2024 maka dari itu kami
melakukan sosialiasi di PSBL ini.

Keberhasilan progrmtujuan merupakan ukuran efektivitas dalam mencapai suatu tujuan.
Keberhasilan program memerlukan pertimbangan tidak hanya terhadap tujuan program, tetapi juga
mekanisme untuk mempertahankan tujuan dengan memperhatikan aspek outcome. Artinya, Anda dapat
mengukur efektivitas. Sejauh mana tingkat hasil kebijakan dan prosedur dari program tersebut
memenuhi tujuanyang telah ditetapkan? Dalam keberhasilan sasaran kegiatan sosialisasi pemilu dapat
berjalan dengan baik sebab KPU memberikan konsep sosialisasi yang dapat dijangkau dan diketahui
oleh para peserta. Selama pelaksanaan sosialisasi terlihat warga binaan sudah mampu berinteraksi
dengan KPU sehingga peserta mampu memahami apa yang disampaikan KPU selama sosialisasi
berlangsung, ini dapat dilihat dari Penerapan logistik yang telahdilakukan KPU memberikan dampak
yang signifikan sehingga mengetahui bentuksurat suara pemilu 2024. KPU Jakarta Timur menyiapkan
bagan logistik sebagai bentuk gambaran agar peserta mengetahui apa yang harus disiapkan dan langkah-
langkah cara memilih nantinya. Dalam pelaksanaannya, peserta sosialisasi mampumenggambarkan
logistik bentuk surat pada saat pemilu nanti,

Kepuasan terhadap program adalah proporsi kelayakan yang menunjukkan apakah suatu program
berhasil dalam memenuhi kebutuhan klien. Klien senang dengan kualitasproduk atau layanan yang
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dibuat. Semakin tinggi kualitas barang dan jasa yang diberikan maka nasabah akan semakin terpuaskan
sehingga akan menghasilkan keuntungan bagi yayasan. Untuk situasi ini, pemenuhan program
diperoleh dari anggota sosialisasi di PSBL yang dipimpin oleh KPU Jakarta Timur dan dapat
diperkirakan melalui wawancara yang diarahkan oleh para ilmuwan dengan beberapa anggota
sosialisasi. Sejak menyelesaikan gerakan ini, beberapa anggota telah memperoleh pemahaman tentang
sistem ras politik KPU Jakarta Timur setelah melakukan sosialisasi mendapatkan responyang baik dari
warga binaan dan menjadikan program tersebut kedalam bentuk pelaksanaan visi misi KPU yang sudah
terlaksana dengan memuaskan.

Percapainya tujuan secara keseluruhan dapat diukur dari sejauh mana organisasi mampu
melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini pencapaian tujuan diukur berdasarkan
penilaian efektivitas program secara keseluruhan. Dalam menentukan efektivitas pencapaian tujuan
program pendidikanpolitik di PSBL II pada dasarnya merupakan suatu hal yang bersifat relativ. Setiap
pihak dapat saja memiliki pandangan yang berbeda tentang sampai sejauh mana program tersebut dapat
berjalan dengan baik. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi terhadap
sesama. Karena partisipasi masyarakat juga dapat meningkat partisipasi pemilih.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang didapatkan melalui sosialisasi di atas yangdilakukan KPU Jakarta
Timur di PSBL 11 proses rangkaian pendidikan politik yangdilakukan oleh KPU Jakarta Timur di PSBL
II sangat berdampak kurang baik bagi binaansetempat. Melihat dari antusias dari pemilu 2019 ditambah
dengan penambahan binaan baru membuat pemilih di PSBL II akan bertambah partisipasi pemilihnya
di tahun 2024, Seharusnya dengan Pengetahuan Pemilu yang dilakukan PSBL yang dari Unit Pelaksana
Teknis Dinas Sosial dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial DKI Jakarta pada
saat itu sudah dapat memahami tentang pengertian pemilu secara keselurahan bagi warga PSBL yang
pernah mengikuti Sosialiasi KPU Jakarta Timur sebelumnya. Setelah dilakukanwawancara mereka
sudah pernah mengikuti pemilu sebelumnya baik yang dilakukan di Jakarta atau diluar Jakarta. Dengan
demikian hasil dari sosialiasi waktu itu memperkuat dan memperluas daya ingat para peserta terkait
pemilu yang akan datang di 2024. Tetapi partisipasi politik para warga PSBL secara keseluruhan belum
berdampak baik pada saat ini, karena berbagai macam faktor masih perlu di perhatikan seperti adanya
peran aktif para pembimbing di pantiuntuk menjelaskan secara umum bagaimana warga PSBL tetap
melakukan kegiatan politik, serta harus ada campur tangan pemerintaaerah untuk mengajak para warga
PSBL tetap aktif di dalam politik itu sendiri.
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